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PENDAHULUAN

[bookmark: _Toc233448198]A.  	Latar Belakang Masalah
Lalu lintas mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sarana utama mobilitas orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam negara hukum, penggunaan jalan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial biasa, tetapi juga sebagai aktivitas yang tunduk pada aturan demi menjamin keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh pengguna jalan.[footnoteRef:1] [1:  Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 67.] 

Dalam praktiknya, keselamatan lalu lintas sangat bergantung pada kepatuhan setiap pengemudi terhadap norma hukum yang berlaku. Salah satu bentuk kepatuhan yang paling mendasar ialah mengemudikan kendaraan secara wajar, penuh konsentrasi, dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. Ketika pengemudi mengabaikan batas tersebut atau berkendara dalam keadaan tidak fokus, maka risiko kecelakaan meningkat dan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius.[footnoteRef:2] [2:  Pasal 106 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya bukan sekadar peristiwa teknis di jalan raya, melainkan dapat menjadi peristiwa hukum pidana apabila di dalamnya terdapat unsur kelalaian yang menimbulkan luka berat atau kematian. Dalam konteks ini, hukum pidana hadir untuk menilai apakah suatu akibat yang timbul di jalan merupakan musibah biasa atau merupakan akibat dari perbuatan pengemudi yang melanggar kewajiban hukum dalam berlalu lintas.[footnoteRef:3] [3:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 199.] 

Di antara berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, pelanggaran batas kecepatan menempati posisi yang sangat menentukan. Kecepatan yang melebihi batas tidak hanya mempersempit waktu reaksi pengemudi, tetapi juga memperbesar daya bentur kendaraan saat terjadi tabrakan. Oleh sebab itu, pelanggaran batas kecepatan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kelalaian pengemudi, terutama ketika kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa.[footnoteRef:4] [4:  Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 84.] 

Selain faktor kecepatan, kelalaian pengemudi juga sering berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis pengemudi saat mengemudikan kendaraan. Mengemudi dalam keadaan lelah, mengantuk, atau kurang konsentrasi merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum pengemudi untuk mengendalikan kendaraan secara aman. Dalam perspektif hukum pidana, keadaan seperti ini dapat menjadi dasar untuk menilai adanya culpa atau kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:5] [5:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 112.] 

Permasalahan tersebut tampak dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas fatal yang ditangani Polres Batubara. Berdasarkan keterangan dalam berkas pemeriksaan, kecelakaan terjadi pada hari Jumat, 6 Maret 2026, sekitar pukul 09.30 sampai 09.44 WIB di Jalan Tol Indrapura–Kisaran Km 134-600/Km 134-800 jalur B, yang melibatkan satu unit Toyota Kijang Innova BK 1873 SX dengan sebuah truk box/tronton di jalur yang sama. Dalam peristiwa tersebut, kendaraan Innova mengalami kerusakan berat di bagian depan, sedangkan truk mengalami benturan di bagian belakang kanan. Empat orang dinyatakan meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka, termasuk pengemudi. 
Dari keterangan saksi yang berada di lokasi setelah kejadian, kecelakaan tersebut diduga berawal dari mobil Innova yang menabrak bagian belakang sebelah kanan truk box/container. Saksi petugas patroli jalan tol menerangkan bahwa truk terlihat melaju sekitar 60 km/jam, sedangkan mobil Innova diduga melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan diperkirakan di atas 120 km/jam jika dilihat dari tingkat kerusakan kendaraan. Saksi juga menerangkan bahwa kondisi jalan saat itu baik, tidak rusak, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, dan terdapat marka jalan pada ruas tol tersebut. 
Keterangan dari saksi lain juga memperlihatkan adanya hubungan antara kondisi pengemudi dengan terjadinya kecelakaan. Beberapa penumpang menerangkan bahwa perjalanan dilakukan dalam waktu yang panjang dari Duri menuju Pantai Labu, dan pengemudi mengemudikan kendaraan secara tunggal tanpa pergantian sopir. Ada penumpang yang sempat mengingatkan agar kendaraan tidak melaju terlalu kencang, sementara saksi lain menyatakan bahwa sebelum kejadian mereka tertidur dan baru mengetahui kecelakaan setelah berada di rumah sakit. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek kelelahan dan kurangnya konsentrasi menjadi bagian yang patut diperhatikan dalam menganalisis sebab kecelakaan. 
Keterangan tersangka sendiri semakin menegaskan adanya persoalan kelalaian dalam mengemudi. Dalam pemeriksaan, tersangka Ovel Hutagalung menerangkan bahwa sebelum kejadian ia sudah merasa mengantuk, pandangannya tiba-tiba gelap, lalu terdengar teriakan “awas” dari penumpang di sampingnya, dan sesaat kemudian kendaraan yang dikemudikannya langsung menabrak bagian belakang mobil box yang berada di depannya. Ia juga menyatakan bahwa selama perjalanan berangkat dan pulang tidak ada pergantian pengemudi, sehingga ia mengemudikan kendaraan secara tunggal dalam perjalanan jauh tersebut. 
Berkaitan dengan kecepatan kendaraan, dalam pemeriksaan tersangka juga dijelaskan bahwa sebelum dan pada saat menjelang kecelakaan kendaraan yang dikemudikannya melaju sekitar 110 km/jam. Tersangka bahkan mengakui bahwa di jalan tol terdapat ketentuan kecepatan minimal 60 km/jam dan maksimal 100 km/jam, sehingga kecepatan yang ia gunakan telah melampaui batas maksimal yang diperbolehkan. Fakta ini menempatkan pelanggaran batas kecepatan bukan hanya sebagai pelanggaran administratif lalu lintas, melainkan sebagai faktor yang berkaitan langsung dengan timbulnya kecelakaan fatal.[footnoteRef:6]  [6:  Pasal 21 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Jika dilihat dari sudut hukum pidana, peristiwa tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara pelanggaran norma lalu lintas dan akibat yang ditimbulkan. Pengemudi tidak hanya diduga melampaui batas kecepatan, tetapi juga diduga mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan kurang konsentrasi. Dalam keadaan demikian, pembahasan hukumnya tidak berhenti pada soal tabrakan semata, tetapi bergerak pada penilaian apakah unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum pidana dan hukum lalu lintas.[footnoteRef:7] [7:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74.] 

Pengaturan hukum lalu lintas di Indonesia dengan tegas mewajibkan setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pada saat kewajiban itu dilanggar, dan pelanggaran tersebut mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, maka terdapat dasar untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peristiwa kecelakaan di jalan tol tidak dapat hanya dipahami sebagai akibat dari kondisi jalan atau nasib semata, melainkan juga harus dinilai dari perilaku hukum pengemudi sebelum terjadinya tabrakan.[footnoteRef:8] [8:  Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Berdasarkan uraian tersebut, fokus pembahasan dalam judul ini diarahkan pada hubungan antara pelanggaran batas kecepatan, kelalaian pengemudi, dan timbulnya kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol. Kajian ini menempatkan fakta-fakta dalam berkas perkara sebagai dasar untuk menilai bagaimana hukum pidana memandang perbuatan pengemudi yang melampaui batas kecepatan, tetap mengemudi dalam keadaan mengantuk, lalu menimbulkan akibat meninggalnya beberapa penumpang. Dengan arah demikian, pembahasan akan bertumpu pada konstruksi kelalaian, keterkaitan sebab-akibat, dan pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Batubara.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan dan Kelalaian Pengemudi Sebagai Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Fatal di Jalan Tol (Studi Polres Batubara)”.
[bookmark: _Toc233448199]B. 	Rumusan Masalah
 	Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol?
2. Bagaimana bentuk kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol pada studi Polres Batubara?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi atas kecelakaan lalu lintas fatal yang disebabkan oleh pelanggaran batas kecepatan dan kelalaian?
[bookmark: _Toc233448200]C. 	Tujuan Penelitian
   	Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menjelaskan dan menganalisis kajian hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol
2. Mengkaji bentuk kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol pada studi Polres Batubara.
3. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi atas kecelakaan lalu lintas fatal yang disebabkan oleh pelanggaran batas kecepatan dan kelalaian.
[bookmark: _Toc233448201]D. 	Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran batas kecepatan, kelalaian pengemudi, dan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai penerapan unsur kelalaian dalam tindak pidana lalu lintas, hubungan kausal antara pelanggaran aturan berkendara dengan timbulnya korban jiwa, serta penerapan ketentuan pidana terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas fatal. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Satlantas Polres Batubara, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas fatal yang disebabkan oleh pelanggaran batas kecepatan dan kelalaian pengemudi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyidik, penuntut umum, serta pihak terkait lainnya dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana lalu lintas, menilai bentuk kelalaian pengemudi, dan menerapkan pertanggungjawaban pidana secara tepat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam analisis hukum pidana kecelakaan lalu lintas serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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